BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 129 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN

Menimbang

Mengingat

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten

- Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Kéuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten  Maros, perlu mengatur

__tﬁnjangan perumahan dan tunjangan transportasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maros; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dx atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupateh Maros.

. Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959 tentang
. Pembentukan Daerah—daerah Tk.II di Sulawes1 (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822); _
UndangQUndang' Nonior 28 Tahun 1999 tentang
Peny‘elenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indones:a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones:la Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Reppb]ik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor
5234); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor
01);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan :

1.
2.

o

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemen’nti:ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dfewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Pimpinari DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Maros.

Tunjang%n Perumahan adalah uang yang' dibayarkan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan
minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.



8.

Tunjanga%n Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan
untuk mbndukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan
Anggota DPRD.

PenﬂaianE Appraisal adalah proses pekerjaan atau kegiatan seorang
penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis
suatu prbperti, baik berwujud atau tidak berwujud yang berdasarkan
hasil ané.h'sis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan
menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang
berlaku.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan Psferumahan dan transportasi diberikan untuk menunjang tugas,
fungsi dan wewenang DPRD.

(1)

(2)

BAB II1
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Tunjanga%n perumahan dan Pt:ns?lanagan transportasi diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Bagi Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji setelah
diberlakdkannya Peraturan Bupati ini, tunjangan perumahan dan

. tunjanga? transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan

3)

(4)

(5)

6)

(7)

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji.

Bagi suajim' dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah
satu tunjé\ngan perumahan.

Bagi Punpman dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan
Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara
untuk lepman dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka
pembenain tunjangan perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau
Anggota DPRD menempat: rumah Negara tersebut

'I‘unjangan transportasi sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dlbenkan
kepada plmpman dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan
dinas.

Bagi Pinlpinan dail/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.



n

(2)

[&

(1)

)

(3)

(4)

)

(6)

{7)

(8)

: Pasal 4
Bagi pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara maka kepadanya

disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
Penyediaan perlengkapan Rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat
(1) dllakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Besaran jbelanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Besaran -itunjangan perumahanpal.:zuss memperhatikan asas kepatutan,
kewajarah, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku
dan stan{élar luas bangunan serta lahan Rumah Negara sesuai ketentuan
Perunda.tig-undangan.

Standar 'satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas
bangunan serta lahan Rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibuat berdasarkan Penilaian Appraisal.

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajarah rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dmas jabatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional ‘kendaraan dinas
jabatan. .

Besaran ‘:tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh
melebihi itunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan
dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.

Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) ciibuat berdasarkan hasil penilaian Appraisal.

Penilaian] Appraisal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7)
dilakukan oleh Penilai Appraisal yang ditetapkan berdasarkan
mekanisr}ne pengadaan barang/jasa Pemerintah.

|



BAB V
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6
(1} Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap Tahun

Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil
Penilaian Apprasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).

(2} Hasil pe;'lﬂman Appraisal sebagaimana dimaksud ayat{l} merupakan
batasan ipzaling tinggi dalam penetapan besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi.

(3) Apabila pada tahun anggaran berkenan tidak dilakukan penilaian
Appraisai maka besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkqn berdasarkan hasil penilaian terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Maros Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportas1 lepman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap drang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

: Dltetapkan di Maros

Diundangkan di Maros
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

sl
-

| : ,
Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. . : 19600909 198603 1 029

'BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 130



